KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER

(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH)

[jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta
pada tanggal 4-11 Rabi’ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan

kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait
dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan

dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum
berupa keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman.

Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik dari Al-Qur’an, Hadits, ijma’, giyas, dan dalil-
dalil lain yang mu’tabar;

Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan
maslahah-mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir
dalam keputusan.

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima’

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan [jtima’

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan [jtima’ Ulama

Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima’ Ulama Komisi

Fatwa se-Indonesia VII;

. Penjelasan Ketua Tim Materi [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia VII;



6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih
Kontemporer (Masail Fighiyyah Mu’ashirah) yang dibacakan
dalam sidang Pleno [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
VII;

7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
[jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta’ala:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Mu’ashirah) yang meliputi;
I. Hukum Cryptocurrency
I1. Hukum Pernikahan Online
I11. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
IV. Transplantasi Rahim

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal :06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua, Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.



HUKUM CRYPTOCURRENCY

A. Deskripsi Masalah

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah
diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang berada di dunia maya.
Konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang
digital sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan
sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan mencapai
kesetaraan dengan dolar AS pada tahun 2011. Bitcoin pada saat ini digunakan
sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin
dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar
Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga
telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman.

Terdapat permasalahan yang muncul dalam status cryptocurrency, apakah ia
termasuk mata uang atau sebuah komoditas? Setidaknya ada dua pendapat besar
tentang hal ini. Pendapat pertama menganggap cryptocurrency sebagai mata uang
atau virtual money. Cryptocurrency dianggap sebagai mata uang karena beberapa
alasan, salah satunya karena cryptocurrency telah digunakan sebagai alat tukar
(medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value). Pendapat kedua
menganggap cryptocurrency sebagai komoditas. Alasan kenapa cryptocurrency
dianggap sebuah komoditas adalah karena cryptocurrency memiliki nilai virtual
intrinsik yang kemudian dianggap bahwa cryptocurrency bisa menjadi sebuah
public goods yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunanya.

Di Indonesia cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata
Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset
digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), cryptocurrency memiliki
banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang
resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset
crypto oleh negara.

Dalam perspektif syari’ah penggunaan cryptocurrency memiliki unsur gharar
(spekulasi) dan gimar (perjudian). Hal ini disebabkan votalitas harga yang naik
dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol.Oleh karena itu, forum
[itima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon
permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum cryptocurrency.



B. Ketentuan Hukum

1.

Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena
mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan
dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan
Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban
Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan
karena mengandung gharar, dharar, gimar (perjudian) dan tidak memenuhi
syarat sil‘ah (komoditi) secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai,
diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.

Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai
sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan
gimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

C. Rekomendasi

1.
2.

Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi.
Hendaknya Pemerintah membuat regulasi terkait cryptocurrency untuk
melindungi masyarakat.

A. Dasar Penetapan

1.

Al-Quran
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika
(orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Bagarah 278-280)
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui” (QS. Al- Bagarah: 188
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (QS. Al-Nisa: 29)
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan
keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al- Maidah: 90)

. Al-Hadits
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“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan
melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu
Majah)
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“Sesungguhnya Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang
dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah”. (HR Bukhari dan Muslim)
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Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam
bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak,
gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam
dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima."” (HR. Muslim)



3. Pendapat Ulama, antara lain:

Pendapat Imam Ghazali dalam Thya Ulum al din hal. 74 bahwa Transaksi yang
diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh mufti atau pemerintah:
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Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir ‘an Igtiraf al Kabair juz
1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai

dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang, karena transaksi
bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.
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Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam I'anat al Thalibin
juz 3 hal 33 :
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